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IMPLEMENTASI DISKRESI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:
H. Tatang Odjo Suardja, S.H., M.H.
dan Didi Nursidi, S.H., M.Hum

Discretion is the power of government administration official that is used in giving the decision
to solve the problem by paying attention to recent law borders, good general principles and the norms
in the society. Unfortunately, the government officer, not to mention those works in regional field, is
very often committed something out of the law (onrechmatig/ondoelmatig) when they use their power
todo discretion. Because of that, supervision and limitation are crucially needed.

I. Pendahuluan

Pembangunan yang multi kompleks
membawa akibat, bahwa Pemerintah harus
banyak turut campur yang mendalam di semua
scktor. Campur tangan terscbut tertuang dalam
ketentuan perundang-undangan maupun
peraturan pelaksanaan lainnya yang
dilaksanakan oleh Administrasi Negara, selaku
alat perlengkapan negara yang
menyelenggarakan tugas servis publik.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas
servis publiknya yang sangat kompleks, luas
lingkupnya, dan memasuki semua sektor
kehidupan, maka dalam hal ini Administrasi
Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) memiliki
kelcluasaan dalam menentukan kebijakan-
kebijakan, walaupun demikian sikap tindaknya

itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik
secara moral maupun hukum.

Berbagai kebijakan yang
ditempub/dibuat tersebut baik olch Pejabat di
pusat maupun di daerah dengan mengingat

bahwa hukum harus sccara progresif untuk
mampu menjadi sarana mendukung tercapainya
pelayanan publik bahkan sampai tingkat standar
tertentu , schingga setiap kebijakan dilahirkan
scbagai produk hukum dari Pcjabat Tata Usaha
Negara tidak sekedar memenuhi kerangka aspek
hukum saja tetapi juga dalam upaya memenuhi
aspek substansial yang menjadi tuntutan
pembangunan pada scgala bidang kehidupan
terlebih pada sektor pemerintahan,
perckonomian, pendidikan, pencgakkan hukum
dan kemasyarakatan.
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Il. Pembahasan

Sungguhpun  Hukum Administrasi
Negata pada hakehatnya berupaya
membenkan  perlindungan  hukum  kepada
warga masyarakat, mengatur wewenang,
mgas Jdan fungst serta sikap tindak dan
aparatur, dan juga menetaphan norma-noma
fundamental bagi penguasa bagi
terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan
vang baik, namun dari sisi piranti perundang-
undangan yang ada sclama Republik ini
berdin belum bersifat komprehensif schingga
oleh karenanya belum mampu mengeover
keseluruhan perkembangan dan dinamika
pembangunan pemerintahan dan
kemasyarakatan,

Dalam penyelenggaraan Pemenintahan
Dacrah misalnya kita sudah memiliki UU No.
10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004 beserta
perubahannya, UU No. 14 tahun 2008, dIL
tetapi dalam kerangka implementasinya di
Dacrah sering dihadapkan kepada ketidak
jelasan bahkan kebuntuan dan perangkat
norma hukum yang semestinya mengatur
suatu perbuatan hukum tertentu dari Pejabat
Tata Usana Negara, seperti berkaitan dengan
lingkup dan batasan dari Administrasi
Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur
pembuatan Keputusan, apalagi jika
dihadapkan kepada persoalan ketiadaan
norma hukum yang mengatumya sementara
demi keberlangsungan scbuah proses
pembangunan berujung kepada keharusan
bagi Pejabat/Aparatur pemerintahan
melaksanakannya melalui kebijakan yang
bertumpu pada diskresi/freies ermessen.

Pada tataran yang il Administrasi
Negara dalam tugas servis publiknya tersebut
sclalu melakukan sikap tindak, yaitu suatu
tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak

tetlepas dari kekuasaan yang melekat pactam,,

karena Inhaerent atau alcodammg  dalam

menunatkan tugas jabatannya  Dan sds
tindak Administrast Negara menurut bk

dapat diketahui adanya wupud tnfungss y e

. Membentuk peraturan  undang-uncdan,
dalam arti matnal pada satu pihak do
pada pihak lain dimaksudkan dergan
undang-undang dalam arti matenal diss,
adalah ketentuan-Ketentuan yan,
bentuknya bukan undang-undang dus
tingkat derajatnyapun di bawahava
Meskipun demikian ketentuan-ketentuan
itu mempunyai daya ikat umum dan
abstrak sifatnya. Sedangkan ketctapan
tidak memiliki daya ikat umum dan tdak
abstrak sifatnya, melainkan nyata,
individual, kasuistis, kondisional dan
sutuasional berdasarkan asas-asas
adaptasi, kontinuitas, dan prioritas dalam
HAN.

2. Menjalankan pemerintahan dalam
kehidupan bernegara dalam rangka
mencapai tujuannya.

3. Menjalankan fungsi peradilan.

Berkenaan dengan wewenang yang
mendasari sikap tindak administrasi negan
dalam menjalankan tugas servis publikmya,
perlu dikemukakan terlebih dahulu ketennuan
seperti teruang di dalam UU No. § Tahun

1986, yakni;

Pasal 1 ayat(1): "Tuta Usaha Negarz
adalah Administrasi Negara yamg
melaksanakan fungsi umixi
menyelenggarakan urusan pemerimichan
baik di Pusat maupun di daerah.”

Pasal 1 ayat(2): “Badan ateu Perabes
Tata Usaha Negara adalah Badan ciom
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Pejabat yang melaksanakan wurusan
pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”

Dan ketentuan tersebut, terlihat bahwa
Administrasi Negara dalam menjalankan
fungsi penyelenggara urusan pemerintah baik
di Pusat maupun di Dacrah yang dilakukan
oleh Badan atau Pecjabatnya harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana
Administrasi Negara memperoleh wewenang
tersebut, Philipus M, Hadjon menyatakan
“hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu
dengan atribusi atau dengan delegasi™.
Terhadap kedua istilah tersebut Indroharto
menjclaskan:

“Pada attribusi terjadi pemberi
wewenang pemerintah yang baru oleh suatu
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Disini oleh peraturan perundang-
undangan sendiri dilahirkan atau diciptakan
suatu wewenang pemerintah baru.
Sedangkan pada delegasi terjadilah
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada
oleh Badan atau Pejabat TUN yang telah
memperoleh suatu wewenang pemerintah
secara attributif kepada Badan atau Pejabat
TUN lainnya. Jadi suatu delegasi itu selalu
didahului oleh adanya suatu attribusi
wewenang "

Berkaitan dengan asas legalitas Markus
Lukman menyatakan bahwa adgar asas
legalitas pada tahap operasionalnya dapat
dilaksanakan secara dinamis, cfektif, dan
cfisien, maka diperlukan “Diskresi”/Freies
Ermessen”™ scbagai sarana
pengembangannya.

Diskrest adalah kewenangan Pejabat
Administrasi Pemenntahan yang digunakan
dalam mengambil keputusan untuk mengatasi
masalah dengan memperhatikan batas-batas
hukum yang berlaku, asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan norma-norma
yang berkembang di masyarakat.

Mcmang dalam praktek Pejabat
Pemerintah terlebih di Dacrah sangat rentan
untuk melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatig/ondoelmatig) terutama saat
menggunakan kewenangan untuk melakukan
diskresi, oleh karenanya sangat diperlukan
pengawasan dan pembatasan
Menurut Philipus M, Hadjon diskresi
mengandung dua kewenangan, yakni:

a. Kcwenangan untuk memutus sendin
b. Kewenangan untuk interpretasi sendin

Schingga untuk itu penggunaannya
sedemikian rupa memerlukan
pertimbangan-pertimbangan dan alasan-
alasan, dianataranya:

a. Mendesak dan alasannya mendasar serta
dibenarkan motif perbuatannya;

b. Peraturan perundang-undangan yang

dilanggar dalam menectapkan
kebijaksanaan diskresi, khusus untuk
kepentingan umum, bencana alam dan
keadaan darurat, yang penctapannya
dapat dipertanggung jawabkan secara
hukum,;

c. Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif

dalam mencapai tujuan yang
diamanatkan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan Undang-
undang, penyelenggaraan Pemerintahan
Negara, dan untuk keadilan serta
kesejahteraan masyarakat.
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Mengenai hatas-batas diskresi sehagai
hasanah pengembangan  yang juga telah
terakomadu didalam RUU Diskresimeliputi
a  hak yang dimiliki seseorang pejabat yang
memilhiki Kewenangan  delegast yang
diatur dalam peraturan  perundang-
undangan dan ditetapkan  berdasarkan
kebyaksanaan sescorang pejabat;

b untuk mengatasi suatu kasus dan
permasalahan umum, atau bencana alam,
atau Negara dalam keadaan darurat;

¢. karena konstitusi dan Undang-Undang
yang berlaku belum jelas atau belum
mengatur,

Sedangkan didalam RUU Administrasi
Pemenntahan dirumuskan sebagai berikut :

I. Jika scorang Pcjabat Administrasi
Pemerintahan harus menggunakan
diskresi dalam pembuatan suatu
Keputusan Administrasi  Pemerintahan,
pejabat yang bersangkutan wajib
memperhatikan tujuan pemberian
diskresi, batas-batas hukum yang berlaku
serta kepentinganumum.

2. Batas-batas hukum yang berlaku
sebagaimana dimaksud adalah:

a. Tidak bertentangan dengan hukum dan
Hak Asasi Manusia,

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

c. Wajib mencrapkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik,

d. Tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan.

Dalam hubungan ini Prajudi
Atmosudirdjo menyatakan: “.....(3) asas
diskresi (discretie, Friese Ermessen), artinya
pejabat penguasa tidak boleh menolak
mengambil keputusan dengan alasan “tidak

ada peraturannya™, dan oleh karena itu 4 5,
kebebasan untuk mengambil keputoo.
menurut pendapat sendin dengan alasan 14,
melanggar asas yuridiktas dan asas legaloy,
tersebut di atas. Ada dua macam diskres
yaitu: “diskresi bebas™ bilamana undis;
undang hanya menentukan batasae.
batasannya, dan “diskresi terikat™ bilarmae,
undang-undang menclapkan beberap,
alternatif untuk dipilih salah satu oleh Pejaby
Administrasi yang dianggap paling dekat.
Schubungan dengan implikasi Freie
Ermessen terscbut diatas, maka terdapa
peluang yang besar bagi Administrasi Negan
dalam menjalankan servis publik gum
tercapainya tujuan ncgara dan pemerintahan.

Berkaitan dengan ini maka penggunaas
Freies Ermessen perlu adanya tolak ukur
scbagai batas-batasnya, schingga dapat
dihindari terjadinya penyalahgunaan dan
freies Ermessen., hal ini karena masalah freies
Ermessen pada hakekatnya adalah masalah
kewenangan bagi Administrasi Negara untuk
melakukan suatu tindakan terhadap persoalan
yang belum ada pengaturannya, yang datang
secara tiba-tiba dan mendesak untuk segen
diselesaikan oleh Administrasi Negara sejauh
masih dalam batas-batas kewenangannya.
Selanjutnya bahwa Pejabat Pemerintah dalam
menggunakan kewenangan diskresi/freies
Ermessen ini harus dapat
dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai
berikut :
|. Pertanggungjawaban secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa (sebagai landasan
idiil)
2. Pertanggungjawaban secara hukum yainu:

a. batas atas (scbagai landasan
konstitusionil) adalah UUD 1945 besern

amandemenya
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b. batas bawah (scbagai landasan
operasionilnya) adalah seluruh perangkat
perundang-undangan yang berlaku
dengan mengingat kedudukan dan sesuai
dengan dcrajatnya, yang hakckatnya
termasuk juga batas tolcransi,
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27
ayat 2 UUD 1945 sebagai kunci tolok
ukur.

Apabila penggunaan Freies Ermessen
masih berada dalam ruang lingkup batas-batas
toleransi, maka Freies Ermessen merupakan
Fehlerfree, artinya Freies Ermessen ini dapat
diterima, karena masih berada dalam
keweangan administrasi yang bersangkutan,
jadi termasuk intravires. Jika freies Ermessen
ini berada di luar batas-batas toleransi, maka
ini merupakan Ermessen Fehler, artinya freies
Ermessen ini tidak dapat diterima karena
berada di luar kewenangan administrasi yang
bersangkutan, jadi termasuk ultravires.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah terdapat banyak urusan wajib yang
menjadi kewenangan Pemernintah Daerah
yang cenderung bersinggungan dengan
kemungkinan penggunaan diskresi, seperti
dimaksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
nomor 32 Tahun 2004, diantaranya meliputi
(untuk Kabupaten/Kota) :

a. perencanaan dan pengendalian
pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang;

c. penyeclenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

d. penyediaan saranadan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha
kecil dan menengah;

J- pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan
sipil;

. pelayanan administrasi umum
pemerintahan;

m. pelayanan administrasi penanaman
modal;

n. penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya; dan

0. urusan wajib lainnya yang diamanatkan
oleh peraturan
perundang-undangan.

Scedangkan scbagai konsckwensinya
yakni memunculkan hak dan kewajiban bagi
Pemerintah Daerah, scbagaimana dimaksud
pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 :

"Dalam menyclenggarakan otonomi,
daerah mempunyai hak:

a. mengatur dan mengurus sendini urusan
pemerintahannya;

memilih pimpinan daerah;

mengelola aparatur daerah;

mengelola kekayaan daerah;

memungut pajak dacrah dan retribusi
daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah; dan

L~
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h. mendapatkan hak lainnya yang diatur
dalam Peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi,
dacrah mempunyai kewajiban:

a. melindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan
Rcpublik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan,
masyarakalt;

¢. mengembangkan kchidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

¢. meningkatkan pelayanan dasar
pendidikan;

. menycdiakan fasilitas pelayanan
keschatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

menyusun perencanaan dan tata ruang

dacrah;

). mengembangkan sumber daya produktif
di dacrah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l.  mengclolaadministrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan mencrapkan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan

o. kewajiban lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Sclanjutnya berkaitan dengan
penggunaan kewenangan Freies Ermessen
ini, kiranya perlu juga diperhatikan asas-asas
umum mengenai pemerintahan yang baik. Hal

ini karena freics Ermessen adalah merupei =

bagian dari sistem penyelenggarass

pemerintah. Asas-asas umum

penyclenggaraan pemerintah yang batk =

menurut Wiarda seperti dikutip oleh Amrs

Muslimin adalah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran (fair play)

2. Asas kecermaltan (zorgvuldigheid)

3. Asas kemumian dalam tujuan (zurverhed
van oogmerk)

4. Asas kescimbangan (evenwichtigheid)

5. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid)

Didalam undang-undang nomor 32
tahun 2004, pasal 20 (I) menyatakan :

“Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
berpedoman pada Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas-

asas kepastian hukum;

asastertib penyelenggara ncgara,
asas kepentingan umum,

asas keterbukaan;

asas proporsionalitas;

asas profesionalitas;

asas akuntabilitas;

asas cfisiensi; dan

asas cfcktivitas.

R

~FR M 0T

Sehubungan dengan pembahasan =
dapat dikemukakan bahwa wujud dan Freses
Ermessen scbagai sarana pengembangan dan
sikap tindak Administrasi Negara di lapang=
Hukum Publik dan sebagai konsckwens
khusus Administrasi Negara banyak tmrs
campur yang mendalam di semua seicor
kehidupan dalam upaya terciptanya tujuss
negara seperti telah diuraikan di atas, adala®
berupa ketetapan.
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Ketctapan (beschikking) adalah
keputusan tertulis dari Administrasi Negara
yang mempunyai akibat hukum untuk
menyelenggarakan pemerintahan (dalam arti
kata sempit).

Sedangkan UU No. 5 Tahun 1986 ,
Pasal 1 (3) : “Keputusan tata Usaha Negara
adalah suatu penectapan tertulis yang
dikcluarkan oleh badan atau pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakaan hukum
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi sescorang
atau badan hukum perdata”

Jadi sekalipun tidak secara tegas
dinyatakan tentang bentuk dari ketetapan itu
apakah lisan atau tertulis, tetapi dalam
hasanah praktek pada umumnya di lahirkan
dalam bentuk tertulis, dan dengan demikian
dapat dikatakan juga bahwa ketetapan
merupakan konkritisasi dari pclaksanaan
peraturan perundang-undangan termasuk
didalamnya dalam hal penggunaan
diskresi/freies Ermessen.

IIl. Kesimpulan

Dinamika proses pembangunan dalam
kerangka penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah, harus diarahkan guna terwujudnya
kesejahteraan rakyat, yang dalam koridor
Negara Hukum harus senantiasa berlandaskan
kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dengan memperhatikan asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik/layak.

Pada asasnya menggunakan
diskresi/freies Ermessen merupakan

kewenangan cksekutif
(Pemerintah/Pemerintah Daerah) dalam
kerangka penyclenggaraan pemerintahan, hal
demikian dapat dipahami oleh karena
pemerintahlah yang seccara langsung
bersentuhan dengan dinamika pelayanan
publik. Dalam praktck Pemerintahan Dacrah,
implementasi  diskresi oleh Pcjabat, dapat
dijumpai dalam bentuk seperti Surat Edaran,
Surat Keputusan, Surat Perintah,
Pengumuman, dan lain scbagainya.

Penggunaan diskresi scbagai bentuk
kebebasan atau keleluasaan untuk bertindak
atas inisiatif sendiri guna menyclesaikan
persoalan-persoalan khusus dalam lapangan
pemerintahan dalam arti sempit, tetap harus
tidak untuk merugikan masyarakat dan harus
dapat dipertanggungjawabkan baik seccara
moral maupun secara hukum. Secara prosedur
tata keclola pemerintahan
pertanggungjawaban tersebut dilakukan
kepada atasan Pejabat yang bersangkutan,
sedangkan jika berimplikasi menimbulkan
kerugian kepada masyarakat, maka
mekanisme yang dapat ditempuh melalui
Peradilan Tata Usaha Negara.
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